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ABSTRAK 
ASPEK HUKUM KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN 

USAHA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI GAS DI 
SUMATERA UTARA (STUDI DI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN 

USAHA (KPPU) MEDAN) 

Oleh: 

MUHAMMAD ANGGI NASUTION 

NPM:17 840 0073 

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

KPPU merupakan lembaga independen yang berwenang melakukan 
pengawasan persaingan usaha dan berhak menjatuhkan sanksi yang terlepas dari 
pengaruh pemerintah dan pihak lain, kewenangan mengenai sengketa jual beli gas 
pada putusan No. 09/KPPU-L/2016 merupakan suatu fenomena hukum terhadap 
kewenangan lembaga yang terkait. Dalam putusan tersebut KPPU memberikan 
sanksi terhadap PT. Perusahaan Gas Negara senilai Rp. 9.923.848.407. (Sembilan 
Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan 
Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah) dalam praktek monopoli yang dilakukan dengan 
hal penetapan harga gas industri di area Medan Sekitarnya dalam kurun waktu 
Agustus-November 2015. 

Metode penelitian yang digunakan pada pengerjaan skripsi ini adalah 
metode penelitian normatif dengan analisis data kualitatif. 

PT. Perusahaan Gas Negara diduga melakukan praktik monopoli perihal 
penentuan harga gas industri di area Medan Sekitarnya, yang pada dasarnya telah 
memenuhi unsur pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang terdapat 
didalamnya, hal tersebut dikarenakan PT. Perusahaan Gas Negara telah menguasai 
75 % pipa gas industri di area Medan Sekitarnya serta tidak adanya pesaing 
potensial dalam sektor tersebut, dalam hal ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
memiliki wewenang terhadap penyelesaian sengketa jual beli gas industry 
tersebut. 

Namun dalam hal praktik monopoli yang dilakukan oleh PT. Perusahaan 
Gas Negara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak mempertimbangkan pasal 
51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tentang pengecualian objek. 
Kata Kunci: Wewenang, Penetapan Harga, Gas Industri 
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ABSTRACT 
LEGAL ASPECTS OF THE AUTHORITY OF THE BUSINESS 

COMPETITION SUPERVISORY COMMISSION IN THE SETTLEMENT 
OF GAS BUYING DISPUTES IN NORTH SUMATERA (STUDY AT THE 

BUSINESS COMPETITION SUPERVISORY COMMISSION (BCSC) 
MEDAN) 

Oleh: 

MUHAMMAD ANGGI NASUTION 

NPM:17 840 0073 

CIVIL LAW FIELD 

 

KPPU is an independent institution authorized to supervise business 
competition and has the right to impose sanction independent of the influence of 
the government and other parties, the authority regarding the gas sale and 
purchase disputes in decision no. 09/KPPU-L/2016 is a legal phenomenon against 
the authority of the relevant institutions. In the decision, the Business Competition 
Supervisory Commission imposed sanctions on PT. Perusahaan Gas Negara worth 
RP. 9,923,848,407. (Nine Billion Nine Hundred TwentyThree Million Eight 
Hundred Forty-Eight Thousand Four Hundred Seven Rupiah) in the monopolistic 
practice of fixing industrial gas prices in Medan and its surroundings in the period 
August-November 2015. 

The research method used in this thesis is a normative research method 
with qualitative data analysis. 

PT. Perusahaan Gas Negara is suspected of conducting a monopoly 
practice regarding the determination of industrial gas prices in the surrounding 
Medan area, which basically has complied with the elements of Article 17 of Law 
Number 5 of 1999 contained therein, this is because PT. Perusahaan Gas Negara 
has controlled 75% of industrial gas pipelines in the surrounding Medan area and 
there are no potential competitors in the sector, in this case the Business 
Competition Supervisory Commission has the authority to settle disputes over the 
sale and purchase of industrial gas. 

However, in terms of practices monopolisticcarried out by PT. Perusahaan 
Gas Negara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha did not consider Article 51 of 
Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and 
Unfair Business Competition regarding the exception of objects. 
Keywords: Authority, Pricing, Industrial Gas 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
 

Timbulnya hukum karena manusia hidup bermasyarakat. Hukum mengatur 

hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat dan juga mengatur bagaimana 

cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban tersebut.1 

Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, manusia adalah sentral. Manusia 

adalah penggerak kehidupan masyarakat, karena manusia itu adalah pendukung 

hak dan kewajiban. Dengan demikian, hukum perdata material pertama kali 

menentukan dan mengatur siapakah yang dimasksud dengan orang sebagai 

pendukung hak dan kewajiban itu.2 

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (2) menyatakan adanya 

penguasan negara terhadap sumber daya di Indonesia yang semata-mata untuk 

mensejahterakan hidup rakyat dan orang banyak, namun pada kenyataanntya 

dimasa Orde baru, sangat terasa nuansa ekonomi yang sangat monopolitis serta 

feodalistik. Maka dari itu pemerintah membuat satu terobosan dalam dunia 

hukum dan ekonomi dalam menyelamatkan kehidupan bangsa. 

Pemerintah melakukan pembaharuan dalam sistem ekonomi dan dunia 

hukum dengan menerbitkan suatu undang-undang yang mengatur persaingan 

antar usaha dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta memberikan 

                                                
1 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000 Hal 
3 
2 Ibid., Hal. 20 
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perasaan aman kepada konsumen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen.  

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Nomor 8 

tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menjadi langkah baru dalam 

Indonesia dalam hal menyelesaikan permasalahan di bidang ekonomi khususmya 

dalam bidang persaingan usaha dan perlindungan bagi konsumen. 

Undang-Undang ini, membantu mewujudkan ketentuan pasal 33 Undang-

Undang Dasar 1945 yang secara tegas dikatakan bahwa, perekonomian nasional 

diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi. Ini berarti bahwa, segala hal 

yang terkait dengan perekonomian, seperti: sistem ekonomi, kebijakan maupun 

program, semuanya harus berdasarkan demokrasi ekonomi.3 

Dalam undang-undang ini, monopoli dimaksudkan sebagai penguasaan 

atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu 

oleh suatu pelaku usaha dan atau kelompok usaha (pasal 1). Sedangkan yang 

dimaksud dalam praktek monopoli sebagai pemusatan ekonomi oleh satu atau 

lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau 

pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan tidak 

sehat dan dapat merugikan kepentingan umum (pasal 1). 

Dengan demikian persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar 

pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran atau jasa 

                                                
3 Hermansyah, 2008, Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Jakarta: Pernada 
Media Grup, Hal 64 
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yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum atau 

menghambat persaingan usaha.4 

Implementasi nilai-nilai peraturan agar terjaga pelaksanaannya berjalan 

secara efektif sesuai dengan asas dan tujuannya, maka sangatlah perlu untuk 

dibentuk suatu lembaga khusus dalam undang-undang no 5 tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, lembaga khusus 

yang dimaksud adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka 

meningkatkan kualitas perekonomian negara adalah membentuk lembaga khusus 

yang dapat memberikan kepercayaan bagi para pelaku usaha maupun konsumen, 

salah satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah adalah Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha (KPPU) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan lembaga independen yang 

dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas utama melakukan penegakan 

hukum dalam persaingan usaha di Indonesia, dalam melaksanakan tugas tersebut 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha diberi wewenang dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999. 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha berwewenang melakukan 

pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pemilik usaha 

baik itu badan ekonomi maupun perorangan dan baik itu berbadan hukum 

ataupun orang perorangan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki 

tugas sebagai penilai terhadap setiap kegiatan usaha yang mengakibatkan 

                                                
4 Muhammad Djakfar, “Hukum Bisnis Edisi Revisi Membangun Wacana Integrasi Perundangan 
Nasional dengan Syariah” Malang, UIN-MALIKI PRESS Malang, 2013, Hal. 321.  
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terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang dilakukan oleh para 

pelaku usaha, baik itu berbadan hukum ataupun orang perorangan. 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan lembaga independen 

yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan 

sengketa konsumen dengan pelaku usaha, dalam melaksanakan tugasnya lembaga 

ini diberi wewenang pada undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen menyebutkan: “Perlindungan konsumen adalah segala 

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan 

kepada konsumen”. Kedudukan konsumen pada umumnya masih lemah dalam 

ekonomi, pendidikan dan daya tawar karena itu sangatlah diperlukan undang-

undang untuk melindungi konsumen. 

Undang-undang Perlindungan Konsumen pada hakekatnya telah 

memberikan kesetaraan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha, tetapi 

konsep perlindungan konsumen sebagai suatu kebutuhan harus disosialisasikan 

untuk meniciptakan hubungan konsumen dan pelaku usaha dengan prinsip 

kesetaraan yang berkeadilan dan untuk mengimbangi kegiatan pelaku usaha yang 

menjalankan prinsip ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal 

mungkin dengan modal seminimal mungkin, yang dapat merugikan konsumen 

langsung maupun tidak langsung. 

Norma-norma perlindungan konsumen dalam sistem undang-undang 

Perlindungan Konsumen sebagai “Undang-undang Payung” yang menjadi 
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kriteria untuk mengukur dugaan adanya pelanggaran hak-hak konsumen, yang 

semula diharapkan semua pihak mampu memberikan solusi bagi penyelesaian 

perkara-perkara yang timbul sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut. 

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 memerintahkan untuk membentuk 

suatu lembaga dalam Hukum Perlindungan Konsumen, yaitu Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK). Pasal 1 butir 11 menyebutkan: “Bahwa BPSK 

adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara 

pelaku usaha dengan konsumen”. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK) dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang 

bersekala kecil dan sederhana. Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) dapat menjadi bagian pemerataan keadilan, terutama bagi 

konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, karena sengketa diantara 

konsumen dengan pelaku usaha biasanya nominalnya kecil sehingga tidak 

mungkin mengajukan sengketanya di pengadilan karena tidak sebanding antara 

biaya perkara dengan besarnya kerugian yang dituntut.5 

Berhubungan dengan wewenang kedua lembaga tersebut terdapat 

dinamika di dalam dunia hukum, penulis menyoroti adanya bias kepentingan dan 

wewenang dalam menangani sengketa perjanjian jual beli gas oleh Perusahaan 

Gas Negara di Medan dengan para konsumen, dalam hal ini Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha (KPPU) yang melakukan proses penilaian terhadap Perjanjian 

Jual Beli Gas di Medan serta memutuskan pihak Perusahaan Gas Negara 

melakukan penetapan harga gas industri di daerah Medan. 

                                                
5 Susanti Adi Nugroho, “Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari hukum acara 
perdata serta kendala implementasinya” Jakarta: Pernada Media Grup 2008, Hal 74. 
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Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi kepada 

pihak PGN sebesar Rp. 9.923.848.407 (Sembilan Miliar Sembilan Ratus Dua 

Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh 

Rupiah) dengan putusan No 09/KPPU-L/2016. 

Bahwa setelah diajukannya banding oleh PGN ke Pengadilan Negeri 

Jakarta Barat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan yang 

dimana putusan tersebut menyatakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

(KPPU) tidak memiliki wewenang terhadap Perjanjian Jual Beli Gas, hal tersebut 

seharusnya merupakan wewenang dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK) untuk menangai sengketa Perjanjian Jual Beli Gas, hal tersebut termuat 

dalam Putusan Nomor 02/Pdt.Sus.KPPU/2017/PN Jkt.Brt. 

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah 

tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang 

“Aspek Hukum Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam 

Penyelesaian Sengketa Jual Beli Gas Di Sumatera Utara (Studi Putusan No. 

9/KPPU-L/2016)”. 

B. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas tersebut, maka 

permasalahaan yang timbul dalam penyelesaian sengketa kewenangan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengenai jual beli gas oleh PGN dengan 

pelanggan PT. IntanMas Indologam, PT. Universal Gloves, PT. Kedaung Medan 

Industrial, PT. Industri Karet Deli, PT. Growth Sumatera Industry, PT. Maja 
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Agung Latexindo, PT. Intan Havea Industri, PT. Indorub Nusaraya dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

dalam menyelesaikan sengketa persaingan usaha di Indonesia? 

2. Bagaimana kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

dalam menyelesaikan sengketa jual-beli gas berdasarkan putusan 

No. 9/KPPU-L/2016?  

C. Tujuan Penelitian 
 

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan 

antara lain: 

1. Untuk mengetahui kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

dalam menyelesaikan sengketa persaingan usaha di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui kewenangan dan ruang lingkup Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha dalam menyelesaikan sengketa jual beli gas oleh 

Perusahaan Gas Negara berdasarkan landasan yuridis serta landasan 

historis dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 

D. Manfaat Penelitian 
 

Adapun tujuan penelitian skripsi ini juga mengambil manfaat dalam 

penulisan skripsi ini. Berikut beberapa manfaat dari penulisan skripsi ini antara 

lain sebagai berikut: 
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1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan menjadi sebuah manfaat dalam 

proses pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya 

mengenai wewenang dan ruang lingkup dari Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha dalam menyelesaikan sengketa jual-beli gas. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah serta mengembangkan 

ilmu pengetahuan hukum lebih luas dan mendalam mengenai 

wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam 

menyelesaikan sengketa jual-beli gas di Sumatera Utara. 

b. Diharapkan bagi pihak lain, dapat menjadi acuan atau sumber 

informasi dan bermanfaat terhadap pihak lain. 

E. Hipotesis 
 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap 

benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah tentang 

dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Dilihat dari tujuan awal terbentuknya Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha adalah untuk memberikan iklim yang sehat antar pelaku usaha 

dan memberikan jaminan produk atau jasa yang berkualitas kepada 

konsumen/pengguna produk atau jasa. 

2. Subjek hukum dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)23/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Muhammad Anggi Nasution - Aspek Hukum Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan....



9 
 

setiap badan usaha atau orang perorangan yang memberikan tawaran 

produk atau jasa kepada konsumen atau pembeli. 

3. Dalam hal ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat 

dinayatakan memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa antara 

pihak Perusahaan Gas Negara sebagai pelaku usaha dengan PT. 

IntanMas Indologam, PT. Universal Gloves, PT. Kedaung Medan 

Industrial, PT. Industri Karet Deli, PT. Growth Sumatera Industry, PT. 

Maja Agung Latexindo, PT. Intan Havea Industri, PT. Indorub 

Nusaraya sebagai pengguna produk/jasa yang ditawarkan oleh 

Perusahaan Gas Negara.  

Hal tersebut pula dikuatkan dengan putusan banding yang diajukan oleh 

pihak Perusahaan Gas Negara ke pengadilan tinggi Jakarta Barat 

dengan Putusan Nomor 02/Pdt.Sus.KPPU/2017/PN Jkt.Brt.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Tinjauan Umum Kewenangan KPPU dalam Undang-undang No.5 
Tahun 1999 

 

1. Latar Belakang Ruang Lingkup Kewenangan KPPU dalam Undang-
undang No. 5 Tahun 1999. 

 

Pada umumnya, orang menjakankan kegiatan usaha untuk memperoleh 

keuntungan dan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, atas dasar 

itulah mendorong banyak orang untuk menjalankan usaha, baik kegiatan usaha 

sejenis maupun yang berbeda atau tidak sejenis. Keadaan seperti itulah yang akan 

menimbulkan atau melahirkan persaingan usaha di antara pelaku usaha. Oleh 

karena itulah persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang biasa terjadi, 

bahkan dapat dikatakan persaingan dalam dunia usaha itu merupakan conditio 

sine qua non atau persyaratan mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar, 

walaupun diakui bahwa adakalanya persaingan usaha itu dikatakan sehat dan 

dapat juga dikatakan tidak sehat. Persaingan usaha yang positif akan memberikan 

akibat positif bagi pelaku usaha, sebab dapat meinimbulkan motivasi atau 

rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi dan kualitas 

produk yang dihasilkannya. 

Suasana (atmosphere) yang kompetitif adalah syarat yang mutlak bagi 

negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk mencapai pertumbuhan 

ekonomi yang efesien, termasuk proses industrialisasinya. Dalam pasar yang 

kompetitif, perusahaan-perusahaan akan saling bersaing untuk menarik lebih 

banyak konsumen dengan menjual produk mereka dengan harga yang serendah 
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mungkin, meningkatkan mutu produk dan memperbaiki pelayanan mereka kepada 

konsumen. Untuk berhasil dalam suatu pasar yang kompetitif, maka perusahaan-

perusahaan harus berusaha untuk mengembangkan proses produksi baru yang 

lebih efesien, serta mengembangkan produk baru dengan desain yang lebih 

inovatif. Untuk hal ini, maka perusahaan-perusahaan harus mengembangkan dan 

meningkatkan kemampuan teknologi mereka, baik proses produksi (procces 

technology) maupun teknologi produk (technology product), dengan demikian, ini 

akan mendorong kemajuan teknologi dan diharapkan juga pertumbuhan ekonomi 

yang pesat.6 

Peraturan mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak 

sehat ini diperlukan untuk menjamin agar kebebasan bersaing dalam 

perekonomian dapat berlangsung tanpa hambatan. Karena pada hakikatnya pelaku 

usaha dalam menjalankan usahanya selalu bersaing. Persaingan ada yang 

dilakukan secara negatif. Persaingan usaha yang dilakukan secara negatif atau 

sering diistilahkan sebagai persaingan usaha tidak sehat, akan berakibat pada: 

1. Matinya atau berkurangnya persaingan antar pelaku usaha; 

2. Timbulnya praktik monopoli, dimana pasar dikuasi hanya dengan 

pelaku usaha tersebut. 

3. Bahkan kecendrungan pelaku usaha mengeksploitasi konsumen 

dengan cara menjual barang yang mahal tanpa kualitas yang 

memadai.7 

                                                
6 Thee Kian Wie, “Aspek-aspek Ekonomi yang Perlu Diperhatikan dalam Implemantasi UU No. 5 
Tahun 1999”, Jurnal Hukum Bisnis Volume 7 Tahun 1999, Hal. 60. 
7 Hikamahanto Juwana, “Sekilas tentang Persaingan Usaha dan UU No. 5 Tahun 1999”, Jurnal 
Magister Hukum 1 Tahun 1999, Hal 32. 
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Namun dengan kondisi ekonomi pada pemerintahan orde baru, ekonomi 

Indonesia terbilang buruk dan tertinggal dalam perkembangannya dengan negara-

negara lain. Puncak dari lemahnya ekonomi Indonesia ketika terjadi krisis 

moneter yang menimpa Indonesia. 

Krisis moneter yang berlanjut pada krisis ekonomi yang melanda 

Indonesia di pertengahan tahun 1997, menyadarkan pemerintah pada waktu itu 

akan betapa lemahnya dasar ekonomi Indonesia. Hal ini karena pemerintah 

Indonesia di era orde baru mengeluarkan berbagai kebijakan yang kurang tepat 

pada sektor ekonomi sehingga menyebabkan pasar menjadi distorsi. 

Pasar yang terdistorsi mengakibatkan harga yang terbentuk tidak lagi 

merefleksikan hukum permintaan dan penawaran secara riil, dimana proses 

pembentukan harga dilakukan secara sepihak oleh pengusaha atau produsen. Ini 

merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yant tidak sehat. 

Kedudukan monopoli yang ada lahir karena adanya fasilitas yang diberikan oleh 

pemerintah serta ditempuh melalui praktik bisnis yang tidak sehat (unfair business 

practices), seperti persekongkolan penetapan harga melalui kartel, menetapkan 

mekanisme yang menghalangi terbentuknya kompetisi, menciptakan barrier to 

entry dan juga terbentuknya integrasi horizontal dan vertical.8 

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum persaingan usaha adalah 

hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha, 

Adapun dalam istilah-istilah yang digunakan dalam bidang hukum ini selain 

istilah hukum persaingan usaha (competition law), yakni hukum anti monopoli 

(antimonopoly law) dan hukum antitrust (antitrust law). Namun demikian, istilah 
                                                
8 Ibid., Hal 5. 
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hukum persaingan usaha telah diatur dan sesuai dengan substansi ketentuan 

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mencakup pengaturan antimonopoli dan 

persaingan usaha dengan segala aspek-aspek yang terkait. 

Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan, karena 

sumber-sumber ekonomi yang terbatas di satu pihak dan terbatasnya permintaan 

atau kebutuhan akan sumber ekonomi di lain pihak, agar dapat mencegah 

terjadinya konflik antara sesama warga dalam merebutkan sumber-sumber 

ekonomi tersebut. Beranjak dari apa yang dikemukakan, jelas bahwa hukum 

mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi, terutama berkaitan 

dengan terciptanya efisiensi ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan social 

bersekala nasional. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa Undang Undang Nomor 5 

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat itu merupakan instrument paling penting dalam mendorong terciptanya 

efisiensi ekonomi dan menciptakan iklim kesempatan berusaha yang sama bagi 

pelaku usaha. Dengan demikian, eksistensi Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 

perlu didorong agar mampu merealisasikan konsep Law is a tool to Encourage 

Economic Efficiency. 

Suatu Undang Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat merupakan suatu kelengkapan hukum yang diperlukan dalam suatu 

perekonomian yang menganut mekanisme pasar. Disatu pihak undang-undang ini 

diperlukan untuk menjamin agar kebebasan bersaing dalam perekonomian dapat 

berlangsung tanpa hambatan dan dilain pihak undang-undang ini juga berfungsi 
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sebagai rambu-rambu untuk memagari agar tidak terjadi praktik-praktik ekonomi 

yang tidak sehat dan wajar.  

Memilih sistem ekonomi pasar dengan tanpa melengkapi diri dengan 

pagar pagar peraturan, sama saja dengan membiarkan ekonomi berjalan 

berdasarkan hukum siapa yang kuat boleh menghabiskan yang lemah, karena 

merupakan sifat dari dunia usaha untuk mengejar laba sebesar-besarnya, yang 

kalau perlu ditempuh dengan cara apapun dan karena itu dibutuhkan aturan untuk 

mengendalikannya.9 

Pada hakikatnya, keberadaan hukum persaingan usaha adalah 

mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat dan efektif 

pada suatu pasar tertentu, yang mendorong agar pelaku usaha melakukan efisiensi 

agar mampu bersaing dengan para pesaingnya. Keberadaan Undang-Undang 

Persaingan Usaha yang berdasarkan demokrasi ekonomi juga harus memerhatikan 

keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan masyarakat, 

sehingga undang-undang tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dan 

strategis dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia. 

Iklim dan kesempatan berusaha yang ingin diwujudkan tersebut lengkapnya 

tercantum dalam ketentuan pasal 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang 

memuat: 

                                                
9 Susanti Adi Nugroho “Hukum Persaingan Usaha di Indonesia”, Jakarta. Pernada Media 2014. 
Hal. 2. 
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1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi 

nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan 

rakyat. 

2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan 

persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian 

kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku 

usaha menengah dan pelaku usaha kecil. 

3. Mencari praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat 

yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. 

4. Terciptanya efektivtas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.10 

Undang-undang ini juga memiliki 3 hal substantif yang diatur yaitu, 

perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan. Pada 

dasarnya tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk menciptakan efisiensi pada 

ekonomi pasar dengan mencegah monopoli, mengatur persaingan yang sehat dan 

bebas, dan memberikan sanksi terhadap pelanggarnya.11 Kemudian secara khusus 

perlindugan terhadap usaha kecil dan menengah atau tidak mendorong terjadinya 

kekuatan ekonomi secara berlebihan ditangan beberapa pelaku pasar saja.12 

B. Substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
 

1. Asas dan Tujuan  
Asas merupakan suatu sifat yang selalu berdampingan dengan dasar 

atau prinsip. Asas merupakan suatu prinsip dasar dari segala hal, yang 

                                                
10 Susanti Adi Nugroho, Op.cit., Hal.4 
11 Hermansyah, “Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia”, (Jakarta: Pernada Media 
Grup, 2008) Hal 14. 
12 Ningrum Natasya Sirait. (Makalah) Menata Ulang Kembali Persaingan Usaha di Indonesia, 
dalam buku Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan perkembangannya. (Jogjakarta: CICODS 
FH-UGM 2008) Hal 26. 
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merupakan prinsip dasar yang menjadi acuan bagi setiap pemikiran untuk 

mengambil suatu keputusan.13 

Menurut Sudikno Mertokesumo, asas hukum bukanlah peraturan 

hukum kongkrit. Asas dalam hukum adalah pikiran dasar yang umum dan 

abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam 

dan dibelakang setiap sistem hukum yang menjelma dalam peraturan 

perundang-undangan.  

Pemantik dalam pembangunan ekonomi bangsa Indonesia yang 

diarahkan untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat yang adil dan Makmur. 

Hal tersebut termaktub dalam amanat Pancasila serta  cita-cita Undang-

Undang Dasar 1945. Maka dari itu, dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999, telah ditetapkan asas demokrasi ekonomi, yang dimana artinya 

setiap pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan setuap kegiatan 

usahanya harus berlandaskan demokrasi ekonomi. Sistem ini merupakan 

suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan suatu manifestasi dari 

falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang menjabarkan kekeluargaan, gotong 

royong, dari, oleh dan untuk rakyat dibawah pimpinan dan pengawasan 

pemerintah yang berdaulat. 

Dalam Bab II UU No. 5 Tahun 1999 pada pasal 2 dan 3 mengatur 

mengenai asas dan tujuan yang menetapkan bahwa tujuan undang-undang ini 

adalah: 

a. Untuk menjamin kepentingan umum 

b. Meningkatkan efisiensi perekonomian nasional. 
                                                
13 Utsman Ali, “Pengertian, Fungsi dan Macam Asas Hukum”, Diakses dari 
http://www.pengertianpakar.com/2015/asas-asas-hukum/html?m=1 , pada tanggal 25 Desember 
2020 
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c. Meningkatkan kesejahteraan rakyat 

d. Menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan 

persaingan usaha yang sehat. 

e. Menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi 

pelaku usaha besar, kecil dan menengah. Juga mencegah praktek 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan 

pelaku usaha. 

f. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. 

Pada prinsipnya apabila seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan 

Undang-Undang tersebut mempunyai arah dan tujuan yang jelas dan seirama. 

Hal-hal tersebut diciptakan semata-mata untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi nasional yang sehat serta kesejahteraan rakyat Indonesia. 

2. Perjanjian yang Dilarang 
Dalam pengertian yuridis, perjanjian dirumuskan tesrendiri dalam 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal tersebut dituangkan dalam pasal 1 

angka 7, antara lain: 

 “Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha 

untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan 

nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”.14 

Dalam undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tidak dijelaskan secara 

jelas tentang pengertian dari perjanjian yang dilarang, namun dengan hal 

tersebut pula penulis menarik suatu kesimpulan mengenai pengertian 

perjanjian yang dilarang, bahwa perjanjian yang dilarang merupakan suatu 
                                                
14 Ningrum Natasya Sirait, Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha, (Jakarta: NRLP, 2010), Hal. 16. 
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perbuatan/kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengikatkan 

dirinya dengan pelaku usaha lain baik secara tertulis maupun tidak tertulis 

yang dimana perjanjian tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar 

hukum. Yang dimana bentuk-bentuk perjanjian tersebut dapat menyebabkan 

praktik persaingan usaha tidak sehat yang hal tersebut dilarang dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

Dari rumusan yuridis tersebut, dapat disimpulakan unsur-unsur 

perjanjian menurut konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang 

meliputi: 

a. Perjanjian terjadi karena suatu perbuatan 

b. Perjanjian tersebut dilakukan oleh pelaku usaha sebagai para 

pihak dalam perjanjian. 

c. Perjanjian dapat dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis 

d. Tidak menyebutkan tujuan perjanjian. 

Beberapa perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat, antara lain: 

a. Oligopoli (Pasal 4). 

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 

lain untuk secara Bersama-sama melakukan penguasaan produksi 

dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat 

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat”. 
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b. Penetapan harga 

1) Penetapan Harga (pasal 5). 

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 

usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu 

barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau 

pelanggan pada pasar yang bersangkutan sama.” 

2) Diskriminasi Harga (Pasal 6). 

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang 

mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan 

harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh 

pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.” 

3) Jual rugi (Pasal 7). 

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 

usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah harga 

pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha 

tidak sehat.” 

4) Pengaturan Harga Jual Kembali (Pasal 8). 

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 

usaha lain yang membuat persyaratan bahwa penerima barang 

dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok Kembali 

barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang 

lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga 

dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” 
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5) Pembagian Wilayah (pasal 9). 

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 

usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah 

pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa 

sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli 

dan atau persaingan usaha tidak sehat.” 

6) Pemboikotan (Pasal 10). 

a) “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku 

usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha 

lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk 

bertujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.” 

b) “Pelaku usaha dilarang membuat oerjanjian dengan pelaku 

usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang 

dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan 

tersebut:  

a. merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku 

usaha lain;  

b. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau 

membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar 

bersangkutan. 

7) Kartel (Pasal 11). 

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku 

usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga 

dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)23/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Muhammad Anggi Nasution - Aspek Hukum Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan....



21 
 

dan atau jasa yang dapat memngakibatkan terjadinya praktek 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.” 

8) Trust (Pasal 12)  

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 

usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk 

gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan 

tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup 

masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang 

bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas 

barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.” 

9) Oligopsoni (Pasal 13). 

(a). “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 

usaha lain yang bertujuan untuk secara Bersama-sama 

menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat 

mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar 

yang bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.” 

(b). “Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara Bersama-

sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan dimana 

dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku 

usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% 

(tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau 

jasa tertentu.” 
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10)  Integrasi Vertikal (Pasal 14). 

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 

usaha lain yang bertujuan menguasai produksi sejumlah 

produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan 

atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi 

merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam 

satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat 

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan 

atau merugikan masyarakat.” 

11)  Perjanjian Tertutup (Pasal 15) 

a. Exclusive distribution agreement (Pasal 15 ayat 1). 

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 

usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang 

menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau 

tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut 

kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.” 

b. Tying agreement (Pasal 15 ayat 2). 

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak 

lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang 

menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia 

membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha 

pemasok.” 
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c. Vertical agreement on discount (Pasal 15 ayat 3) 

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai 

harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau 

jasa yang memuat bahwa pelaku usaha yang menerima 

barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok: 

a) Harus bersedia membeli barang dan atau jasa laun 

dari pelaku usaha pemasok; atau 

b) Tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama 

atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi 

pelaku usaha pemasok.” 

12)  Perjanjian dengan pihak luar negri (Pasal 16).15 

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain 

diluar negeri yang memuat ketentuan yang dapat 

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat” 

3. Kegiatan yang Dilarang 
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ada beberapa jenis kegiatan yang 

dilarang, yaitu: 

a. Kegiatan yang bersifat monopoli: 

Dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

mengatur monopoli dalam tingkat penjualan. Ketika pelaku usaha 

                                                
15 Andi F. Lubis dkk, “Hukum Persaingan Usaha”, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
(KPPU), 2017) Hal. 92 
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melakukan penguasaan terhadap produksi dan atau pemasasaran suatu 

barang dan atau jasa. Maka hal ini dapat mengakibatkan terjadinya 

praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.16 

b. Kegiatan yang bersifat monopsoni: 

Suatu kegiatan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang bersifat 

monopsoni apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut, pertama 

dilakukan oleh suatu pelaku usaha atau satu kelompok usaha atau 

yang bertindak sebagai pembeli tunggal. Kedua, telah menguasai 50% 

pangsa pasar satu jenis atau jasa tertentu. Ketiga, paling penting 

kegiatan tersebut mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat.17 

c. Kegiatan yang bersifat penguasaan pasar: 

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kegiatan ini 

diatur dalam pasal 19, pasal 20, dan pasal 21. Selain kegiatan 

penguasaan pasar, juga dilarang penguasaan pasar secara tidak adil, 

yang dimana kegiatan tersebut juga dapat terjadinya praktek monopoli 

dan atau praktek persaingan usaha tidak sehat. 

Bentuk penguasaan pasar dapat terjadi dalam bentuk penjualan barang dan 

atau jasa dengan cara jual rugi (predatori pricing). Dengan maksud mematikan 

para pesaingnya, praktik penetapan biaya produksi secara curang serta biaya 

                                                
16 Ningrum Natasya Sirait, “Hukum Persaingan di Indonesia”, (Medan: Pustaka Bangsa, 2011) 
Hal 96. 
17 Rachmadi Usman, “Hukum Persaingan Usaha di Indonesia”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 
Hal 257. 
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lainnya yang menjadi komponen harga barang. Penguasaan pasar juga dilakukan 

dengan perang harga maupun persaingan harga.18 

4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
Landasan filosofis pendirian lembaga ini, yaitu dalam mengawasi 

pelaksanaan suatu aturan hukum diperlukan suatu lembaga yang memiliki 

kewenangan berasal dari negara, lembaga ini diharapkan mampu menjadi 

lembaga pengawas serta menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baik 

mungkin yang independen. Pendirian Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

(KPPU) merupakan salah satu cara untuk meringankan beban pengadilan negeri 

atas perkara pengadilan yang sudah terlalu overload. Oleh karena itu, diperlukan 

suatu lembaga khusus yang terdiri atas orang-orang yang ahli dalam bidang 

ekonomi dan hukum.19 

Dalam rangka untuk mengawasi setiap pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat, dibentuklah suatu komisi atau lembaga. Pembentukan ini didasari 

pada pasal 34 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menginstruksikan 

tentang bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi komisi 

ditetapkan melalui Keputusan Presiden ini kemudian dibentuk melalui Keppres 

Nomor 75 Tahun 1999 dan diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 

Lembaga ini diberi kewenangan penyelidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, 

mengadili, dan memutus perkara.20 

                                                
18 Susanti Adi Nugroho, Op. Cit Hal. 211 
19 Ayudha D. Prayoga, “Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengatur di Indonesia”, (Jakarta: 
Proyek Elips, 2000) Hal. 126. 
20 Hermansyah, Op.cit., Hal 78. 
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Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan suatu lembaga 

independent yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan 

berhak menjatuhkan sanksi yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak 

lain. Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga 

pengawas persaingan usaha dan monopoli tertuang dalam Undang-Undang Anti 

Monopoli yang mana terdapat dalam pasal 36 dinilai sangat berlebihan karena 

melihat status Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang merupakan 

lembaga independen yang menjalankan fungsinya secara campuran yaitu fungsi 

regulasi, fungsi administrasi, dan fungsi semi-peradilan sekaligus.21 

Susunan anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha terdiri dari anggota 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan sekertaris. anggota Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha terdiri dari anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha wajib 

melaksanakan tugas dengan berdasarkan pada asas keadilan dan penaklukan, serta 

wajib memenuhi tata tertib yang telah disusun oleh Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha dibantu oleh sekertariat, yang susunan organisasi, tugas dan fungsinya 

diatur dalam keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha22 

KPPU juga menjalankan peran penasihat kebijakan (policy advisory) 

terhadap kebijakan pemerintah yang mempengaruhi persaingan usaha. Upaya ini 

sangat diperlukan mengingat penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat 

merupakan suatu hal yang baru, baik dari pemerintah maupun dari pelaku usaha, 

konsumen, maupun masyarakat secara keseluruhan.23 

                                                
21 Asshiddiqie, Jimly, “Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi”, (Jakarta : Gramedia 2007) 
Hal. 23. 
22 Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha dan Monopoli di Indonesia, (Jakarta : Gramedia 
Pustaka Utama, 2004), Hal 104 
23 Suyud margono, “Hukum Anti Monopoli”,  (sinar grafika: Jakarta 2009), Hal 164. 
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a. Wewenang dan Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam UU 

Persaingan Usaha 

Tugas dan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

diatur dalam ketentuan pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 

tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, antara lain: 

Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU): 

Sebagai lembaga negara yang memiliki tugas untuk mengawasi 

pelaksanaan terhadap Undang-Undang No 15 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU berwewenang 

menagadakan pemeriksaan dan penyelidikan kepada pelaku usaha yang diduga 

melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. 

Namun kewenangan tersebut terdapat Batasan-batasan sesuai dengan 

fungsi negara seperti yang dikatakan montesquie antara lain:  

Kewenangan sebagai regulator menurut H.D Stout, wewenang adalah 

pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat 

dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan 

penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum public 

didalam hubungan hukum public.24 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berkedudukan sebagai 

lembaga pengawas, lembaga ini memiliki kewenangan khusus yang diberikan 

oleh Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 36 dan 47 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas 
                                                
24 HR. Ridwan, 2013, “Hukum Administrasi Negara”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 71. 
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Persaingan Usaha (KPPU) memiliki 2 kewenangan secara garis besar, yaitu 

wewenang aktif dan wewenang pasif. 

Yang dimaksud dengan wewenang aktif adalah wewenang yang diberikan 

kepada komisi melalui penelitian. Komisi berwenang melakukan penelitian 

terhadap pasar, kegiatan, dan posisi dominan. Komisi juga berwenang melakukan 

penyelidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan, 

memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, meminta 

bantuan penyidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan 

meneliti dokumen dan alat bukti lain, memutuskan dan menetapkan, serta 

menjatuhkan sanksi administratif. 

Adapun wewenang pasif, menerima laporan dari masyarakat dari atau dari 

pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan 

usaha tidak sehat. 

Komisi Pengawas melakukan pemeriksaan dalam dua tahap, yakni 

pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan.25 

Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU): 

1) Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan 

terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 

2) Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku 

usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya prektik monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat. 

                                                
25 Mustafa Kamal, “Hukum Persaingan Usaha”, (Depok: Rajawali Pers, 2019), Hal 278-279. 
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3) Melakukan penilaian ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi 

dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat. 

C. Tinjauan Umum mengenai Kontrak dan Jual Beli 
1. Dinamika perkembangan Hukum Kontrak 

Perkembangan hukum kontrak saat ini diwarnai oleh semakin 
tipisnya tabir pemisah antara dau sistem hukum besar, yaitu common law 
dan civil law. Dinamika hubungan bisnis yang melibatkan pelaku bisnis 
antarnegara, khususnyankontrak komersial internasional, telah membawa 
dampak perkembangan hukum kontrak yang mengadoptir asas asas 
universal yang dikembangkan dalam praktik kebiasaan (lex mercatoria). 
Dokumen dokumen hukum dalam bentuk model law legal guide, prinsip 
hukum umum atau standar kontrak yang dikeluarkan oleh lembaga atau 
organisasi internasional turut memacu proses harmonisasi hukum kontrak, 
missal UNCITRAL (United Nation Conference on International Trade 
Law) dengan CISG (Contracts for the International Sales of Goods) atau 
UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law) 
yang telah mengeluarkan PICC (Principles of International Commercial 
Contracts) atau dikenal dengan UNIDROIT Principles. Proses harmonisasi 
hukum kontrak terasa kuat nunsanya dalam penyusunan UNIDROIT 
Principles karena melibatkan kelompok kerja yang terdiri dari para ahli 
yang mewakili sistem hukum besar dunia, yaitu Rene David, Clive 
Schmitthof, dan Tudor Popescu yang masing masing mewakili civil law, 
common law, dan socialist system. 

Menurut Arthur s. Hartkamp, reformasi hukum perdata (Burgerlijk 
Wetboek dan Wetboek van Koophandel) Belanda yang sudah dianggap 
”out of date” dimulai sejak 1947 himgga 1992, dengan diketuai Prof. E. 
M. Meijers dari Universitas Leiden telah berhasil menyusun BW Ned. 
Lama kedalam sistematika baru NBW menjadi Sembilan buku. Terdapat 
empat buku yang terkait kontrak, yaitu: 

(i) Buku III tentang Hukum Harta Kekayaan pada Umumnya 
(Algemeen Gedeelte van Het Vermogenscrecht). 

(ii) Buku V tentang Hak hak Kebendaan (ZAkelijk Rechten) 
(iii) Buku VI tentang Ketentuan Umum Hukum Perikatan 

(Algemeen Gedeelte van Het Verbintenissenrecht)  
(iv) Buku VII tentang Kontrak Khusus (Bijzondere 

Overeenkomsten). 

Substansi NBW telah banyak mengalami perubahan fundamental dengan 
substansi yang disesuaikan menurut kebutuhan masyarakat modern, 
termasuk diterimanya pengaruh pengaruh sistem hukum yang lain, i.c 
common law. 
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Mengacu pada reformasi BW Ned. Maka dirasakan perlunya BW 
Indonesia segera direvisi. Hal ini sesuai masukan para ahli mengingat latar 
belakang sejarah pembentukannya yang sudah demikian uzur. Sedangkan 
di negara asalnya (Belanda) telah dilakukan perubahan menuju hukum 
perdata yang modern, perlunya reformasi atau pembaharuan hukum 
perdata Indonesia.26 

2. Peristilahan dan Makna Kontrak Perjanjian 
Dalam praktik istilah kontrak atau perjanjian terkadang masih 

dipahami secara rancu. Banyak pelaku bisnis yang mencampuradukkan 
kedua istilah tersebut seolah merupakan pengertian yang berbeda. 
Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disingkat BW) menggunakan istilah 
overeenkomst dan contract untuk pengertian yang sama. Hal ini secara 
jelas dapat disimak dari judul buku III title Kedua Tentang “Perikatan 
Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian” yang dalam bahasa 
aslinya (bahasa Belanda), yaitu: “Van verbintenissen die uit contract of 
oveerkomst geboren worden”. Pengertian ini juga didukung pendapat 
banyak sarjana, antara lain: Jacob Hans Niewenhuis, Hofmann, J. Satriom 
Soetojo Prawirohamidjojo dan Marhelena Pohan, Mariam Darus 
Badrulzaman, Purwahid Patrik, dan Tirtodiningrat yang menggunakan 
istilah kontrak dan perjanjian dalam pengertian yang sama. 

Subekti mempunyai pendapat yang berbeda mengenai istilah 
“perjanjian atau persetujuan” dengan “kontrak”. Menurut Subekti istilah 
kontrak mempunyai pengertian lebih sempit karena ditujukan kepada 
perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Sedangkan sarjana lain, Pothier 
tidak memberikan pembedaan antara kontrak dengan perjanjian, namun 
membedakan pengertian Contract dengan Convention (Pacte) yaitu 
perjanjian dimana dua orang atau lebih menciptakan, menghapuskan 
(opheffen), atau mengubah (wijzegen) perikatan. Sedangkan kontrak 
adalah perjanjian yang mengharapkan terlaksananya perikatan. 

Pasal 1313 BW memberikan rumusan tentang “kontrak atau 
perjanjian” adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 
satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau 
lebih.” Subekti memberikan definisi “perjanjian” adalah suatu peristiwa 
dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua dua orang itu 
saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan KRMT 
Tirtodiningrat memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan 
hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk 
menimbulkan akibat akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-
undang. 

Menurut Setiawan, rumusan Pasal 1313 BW selain tidak lengkap 
juga sangat luas. Tidak lengkap karena menyebutkan persetujuan sepihak 

                                                
26 Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., “Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam 
Kontrak Komersial” (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), Hal 9 
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saja. Sangat luas karena dengan digunakannya perkataan “perbuatan” 
tercakup juga perwakilan sujarela dan perbuatan melawan hukum. 
Sehubungan dengan itu, menurut Setiawan perlu kiranya diadakan 
perbaikan mengenau definisi tersebut, ialah: 

(i) Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu 
perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat 
hukum 

(ii) Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” 
dalam pasal 1313 BW. 

(iii) Sehingga perumusannya menjadi, “perjanjian adalah 
perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya 
terhadap satu orang atau lebih.”27 

 

 

 

                                                
27 Loc. Cit Hal 16 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 
 

1. Waktu Penelitian 

Waktu Penelitian akan dilaksanakan pada tanggal 12 bulan Mei 2021 

setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline. 

Berikut table penyusunan skripsi. 

2. Tempat Penelitian 

Tempat Penelitian dilakukan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jalan 

Gatot Subroto No. 148, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, 

Sumatera Utara 20231. 

 

 

No Kegiatan 

Bulan 

Keterangan Desember 
2020 

Februari 
2020 

Maret 
2021 

Juni 
2021 

Agustus 
2021 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
1. Pengajuan 

Judul 
                                        

  

2. Seminar 
Proposal 

                                        
  

3. Penelitian                                           

4. 

Penulisan 
dan 
Bimbingan 
Skripsi 

                                        

  

5. Seminar 
Hasil 

                    
 

6. 
Sidang 
Meja 
Hijau 
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B. Metodologi Penelitian 
 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian 

yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti 

peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat 

juga berupa pendapat para sarjana.28 

a. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan 

mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu Aspek Hukum 

Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penyelesaian 

Sengketa Jual Beli Gas Di Sumatera Utara (Studi Putusan No. 

09/KPPU-L/2016) 

b. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku ilmiah, data online, hasil-hasil penelitian berupa laporan, 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

c. Data tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder 

dapat berupa kamus hukum, dan biografi. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah 

deskriptif analisis dari studi Putusan Penelitian Pada 09/KPPU-L/2016. Studi 

kasus adalah penelitian tentang Aspek Hukum Kewenangan Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha Dalam Penyelesaian Sengketa Jual Beli Gas Di Sumatera Utara 

(Studi Putusan No. 09/KPPU-L/2016) yang mengarah pada penelitian hukum  

normatif, yaitu  suatu  bentuk  penulisan hukum  yang mendasarkan  pada  

                                                
28Jenis-Jenis Penelitian, diakses  1 Januari 2021 pukul 16.30 dari https://idtesis.com 
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karakteristik  ilmu  hukum   yang  berdasarkan  pada  karakteristik  ilmu  hukum  

yang  normatif.29 

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data 

yang seteliti mungkin dilakukan di Penelitian pada Putusan No. 09/KPPU-L/2016 

mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan 

penulisan skripsi. 

 
3. Teknik Pengumpulan Data 

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni: 

a. Library Research (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang 

dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang–undang, buku-

buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal 

hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam 

proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer 

dan data sekunder. 

b. Field Research (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan 

penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung 

melakukan penelitian ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan 

cara Wawancara.  

4. Analisa Data 

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan 

metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan 

mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan 

                                                
29Astri Wijayanti, “Strategi Penulisan Hukum”, Bandung, Lubuk Agung, 2011.Hal 163 
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judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan 

wawancara. 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara 

analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan 

sesuai dengan penelitian yang di lakukan pada No. 09/KPPU-L/2016 dari hasil 

penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam “Aspek 

Hukum Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penyelesaian 

Sengketa Jual Beli Gas Di Sumatera Utara (Studi Putusan No. 09/KPPU-

L/2016)”. Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu 

permasalahan dalam penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan dalam penulisan skripsi 

ini, maka penulis mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang merupakan badan pengawas 

yang dibentuk oleh pemerintah memiliki wewenang dalam menangani 

setiap peristiwa hukum yang diduga terdapat praktik monopoli 

didalamnya dan hal tersebut pula yang nantinya akan menimbulkan 

terjadinya persaingan usaha tidak sehat serta merugikan kepentingan 

umum apabila Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak berperan aktif 

dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha. 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak berwewenang dalam 

menangani Putusan No. 09/KPPU-L/2016 tentang perjanjian jual-beli 

gas yang dilakukan oleh PT. Perusahaan Gas Negara sebagai produsen 

serta beberapa konsumennya di area Medan Sekitarnya, dikarenakan 

ada unsur monopoli yang telah terpenuhi dalam peristiwa tersebut 

namun hal tersebut gugur dikarenakan adanya pasal 51 tentang 

pengecualian objek. 

2. PT. Perusahaan Gas Negara diduga melakukan praktik monopoli 

perihal penentuan harga gas industri di area Medan Sekitarnya, yang 

pada dasarnya telah memenuhi unsur pasal 17 Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1999 yang terdapat didalamnya, hal tersebut dikarenakan PT. 

Perusahaan Gas Negara telah menguasai 75 % pipa gas industri di area 
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Medan Sekitarnya serta tidak adanya pesaing potensial dalam sektor 

tersebut sehingga PT. Perusahaan Gas Negara dapat menetapkan harga 

tinggi. Komisi Pengawas Persaingan Usaha melihat adanya praktik 

monopoli dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Perusahaan 

Gas Negara di Area Medan Sekitarnya langsung melaksanakan tugas 

serta wewenangnya dengan melakukan penyelidikan dalam peristiwa 

tersebut. Dengan hal tersebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

melakukan penerapan hukum dalam putusan nomor: 09/KPPU-L/2016 

dengan memberikan sanksi denda senilai RP. 9.923.848.407,- terbilaing 

(Sembilan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus 

Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah). Dalam hal ini 

untuk melindungi konsumen gas industry di area Medan Sekitarnya. 

Pemerintah mengambil langkah hukum dengan mengintervensi secara 

langsung melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya 

(ESDM). Keputusan Menteri ESDM Nomor 434 K/12/MEM/2017 

tentang harga gas bumi untuk industri44 wilayah Medan Sekitarnya.  

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan dalam penulisan skripsi 

ini, maka penulis mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sebelum memberikan putusan, penulis memberikan saran terhadap 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus jeli dalam melihat suatu 

fenomena dalam peristiwa tersebut, karena dalam Pasal 51 Undang-

Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang diatur tentang pemasaran 

                                                
44 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya (ESDM). Keputusan Menteri ESDM Nomor 434 
K/12/MEM/2017 
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barang/jasa yang menguasai kepentingan hajat hidup orang banyak 

serta cabang-cabang penting bagi negara diatur oleh negara dengan 

Undang-Undang yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara. 

Penulis juga memberikan saran terhadap Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha dalam memberikan saran serta pertimbangannya kepada 

pemerintahan terkait praktik monopoli gas bumi, karena hal tersebut 

merupakan wewenang dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang 

diatur dalam pasal 35 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

2. Kepada konsumen gas industri agar lebih cepat serta tanggap dalam 

menyikapi setiap perkembangan jual-beli gas industry di Indonesia. 

Dalam hal ini konsumen harus teliti mengenai peristiwa hukum 

tersebut, dikarenakan dalam suatu perjanjian jual beli tersebut telah 

diatur mengenai hak dan kewajiban dari setiap pihak. Penulis melihat 

adanya unsur wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Perusahaan Gas 

Negara, maka dengan hal itu penulis menyarankan kepada setiap 

konsumen untuk menempuh jalur hukum perdata, dikarenakan hal 

tersebut dapat mengembalikan kerugian yang telah dialami konsumen 

dalam kurun waktu Agustus-November 2015, hal tersebut terdapat 

dalam pasal 1234 BW.  

3. Penulis juga menyarankan kepada pihak konsumen untuk melakukan 

pengaduan kepada Badan Perlindungan Konsumen (BPSK) agar 

menyelidiki serta mengembalikan hak dan kerugian yang telah dialami 

oleh setiap konsumen dari gas industri tersebut. Yayasan Lembaga 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)23/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Muhammad Anggi Nasution - Aspek Hukum Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan....



67 
 

Konsumen Indonesia bersama pemerintah juga dalam hal ini dapat lebih 

tanggap dalam melakukan pengawasan kepada produsen serta 

perlindungan terhadap konsumen di Indonesia. 
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